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Menimhang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 20 TAHUN 2O1O

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOB!,

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak. Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah merupakan salah satu
jenis pajak yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten Wakatobi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi
tentang Pajak Mineral Bukan Logam darr Batuan.

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nonror 21 04);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian $engketa Pajak (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak
dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3686);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1g99 Nomor TS,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3gS1);

5. undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nom or 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomoralg6);

6. Undang-undang Nomor 2g rahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi dan Kabupaten Kolaka
Utara di Provinsi sulawesi renggara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4339);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 terrtang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

8. undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a389);

9. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200.4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang
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Menetapkan

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4844);

10. undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 50a9);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun lggg tentang Koordinasi
Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negira Republik
lndonesia Tahun 1988 Nornor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3373);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintinan DaJran
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4797},

13, Peraturan Daerah Kabupaten wakatobi Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten wakatobi (Lembaran paerarr
Kabupaten Wakatobi Tahun 200g Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten wakatobi Nomor 5 Tahun 200g
tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten wakatobi
Tahun 2008 Nomor 5);

15, Keputusan Menteri Delam Negeri Nomor 120 Tahun 1g97 tentang
Pedoman Tata Cara pemungutan pajak Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam lrlegeri Nomor 173 Tahun 1gg7 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Biding pajak Daerah.

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adatah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten wakatobi.
3. Kepala Daerah adalah BupatiWakatobi.
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4, Dewan Perwakilarr Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.

5. Badan adalah sekumpulan orang danlatau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
peFeroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Mitik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan bantuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan peruntlang-undangan di hridang
mineraldan batubara.

B' Subyek Pajak adalah orang pribadi atar"r Badan yang dapat dikenakan Pajak.

9. Wqjib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajibjn perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10' Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Kepata Daerah pating lama 3 ltigi) Outan kalender,yalg menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,' menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.

11. l-aiaf yang terutang_ adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
|4asa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian-Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peratu ran perundang-undan gan perpa.lakan daerah.

12' Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yarig Grutdng sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SpTpD, adalah
surat yang oleh.Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, ianlaiau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perunoang-undangan perpajakan
daerah.

14. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya clisingkat SpOp adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Jubyek dan obyek pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan Peraturan perundang-unOangian
Perpajakan Daerah;

15' Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSpD, adalah bukti
pembayaran ata.u. penyetoran pajak yang telah dilakukln dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lajn ke kas daerih melalJi tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16' pu.rqt Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adatah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumtan poko]< pajak yang tJrutang.

17. !y.rf! Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapon pajak yang minentunai oesarrya jlmlah pJtor
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pororbajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibdyar.

18. s-ulat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tanrbahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menelrtuXan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
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20.

$urat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak danlatau sanksi administratif berupa bunga danlatau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat
dalam $urat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan,
atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan pajak Daerah, Surat
KetetaEtn Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Dagrah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oteh Wajib pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga'perolehan dan penyeiahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
n{?raca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional
brsrdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalim rangka
rnelaksa nakan ketentuan peratu ran perundang-undan g an perpajakan daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulfan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang peipalikan daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

BAB II
NAIiA, OBYEK DAN SUBYEK PA.IAK

Pasal 2
Dengan.Namg Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

(1) 9byek fajak Mineral Bukan Logam dan Batrran adalah kegiatan pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

a. asbes;
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b. batu tulis;

c. batu setengah permata;

d. batu kapur;

e. batu apung;

f, batu permata;

g. bentonit;

h. dolomit;

i. feldspar;

j. garam batu (hallfe);

k. grafit;

l. granit/andesit;

m. gips;

n. kaleit;

o, kaolin;

p. leusit;

q. magnesit;

r. mika;

9 marmer;

t. nitrat;

u. opsidien;

w, oker;

v. pasir dan kerikil;

x. pasir kuarsa;

y. perlit;

z. phospat;

aa. talk;

bb. tanah serap (fullers earth);

cc. tanah diatome;

dd. tanah liat;

ee. tawas (alum);

ff. tras;

gg. yarosif;

hh. zeolit;

ii. basal;

jj. trakkit;

kk. Mirreral Bukan Logam dan Bantuan Lainnya sesuai cJengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a' kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak
dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengamOitjn tanah untuk



ld

keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel
listrik/telepon, penanaman pipa airlgas;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan
ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara
komersial.

Pasal 4

(1) $ubyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan
yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan
yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHTTUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalihkan
volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau-hargJstandar masing-
masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang
berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal nilai pasar dari produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan liarga standar yang dit-etapkan
oleh instansi yang h,erwenang dalam bidang pertambangan Minerdt gifan Logam
dan Batuan.

Pasal 6

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15% (lima belaspersen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif pajak sebagaimana climaksud d-alam pasal-O Oengin dJsarpengenaan pajak sebagaimana djmaksud dalam pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Eatuan. -

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

PAJAK DAERAH

Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun katender.
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Pasal 10

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender.

Pasal 11

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SpOp.
(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) narus diisi dengan jelas, benar dan

iengkap serta ditandatangani oan ciisampaikan kepaoa Kepala baeiah yang wilayah
kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) frari kerja
setelah tanggalditerimanya SPOP oleh Subyek pajak.

BAB VI
PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SppT;
(2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan $KPD dalam hal-hat sebagai berikut :

a' SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak disampaikan dan
setelah Wajib Paigk ditegur secara tertulis oleh kepata Daerah sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran.

b' berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang
terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasirxan SnOn yan!
disampaikan oteh Wajib pajak.

BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Gara Pemungutan

Pasal 13

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap Waiib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat

ketetapan pajak atau dibayar sendiri. oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan
Perundang-undangan perpajakan.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala
Daerah dibayar dengan menggunakan sKpD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(4) Dol<umen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
karcis dan nota perhitungan.

(5) wEib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTpD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 14
(1) Dailam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah

dapat rhen'brbitkan .

a. SKPDKB dalam hat:

1. lika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, paiak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

pada ayat (3) berupa

Y.



2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran:

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jurnlah kredit
paiak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit palak

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar l}Oo/o
(seratus persen) darijumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib pajak
melaporkan send i ri sebelum dilakukan tinda kan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hury.f a angka 3 dikenakan sanksi administratif beiupa kenaikan sebesar zs*" gui
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2o/o {dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulun 

-empaq 
budn dihitung sejak

saat terutangnya pajak.

Pasal 15

(1) I9t9 cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SpTpD,
SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud aalamFasat 13 ayat (3) dan ayat
(5) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKpD atau
dokunren lain yang dipersanrakan, SPTPD, SKPDKB, dan SXirOXgf sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan Kepata
Daerah.

Bagian Kedua
Surat Tagihan pajak

Pasal 16

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STpD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat

salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
(2) Jumlah kekurangan paiak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan selit
saat terutangnya pajak.
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(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dan ditagih
melalui STPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 17

(1) Kepala Daerah menentukan tanggaljatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
yang terutang paling lama 30 (tiga pLrluh) hari kerja setelah saat ten:tangnya pajak
dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggalditerimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, srPD, surat Keputusan pembeturan, surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar ponagihan pajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggalditerbitkan.

(3) Keprala Daerah atas permohorran Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2oh (dua
persen) sebulan.

(4) Ket'entuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
penrbayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, sKpD, sKpDKB, SKPDKBT, srpD, surat
Keputusan Pembetulan, $urat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih Aengan
Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan harrya kepada Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SPPT;
b. SKPD;
c, SKPDKB;
d. SKPDKBT;
e. SKPDLB;
f. SKPDN; dan
g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan

peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kecualijika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
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(4) Kebreratan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujuiWajib Pajak.

(5) Kebreratan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos
tercatat sebagaitanda bukti penerimsan surat keberatan.

Pasal 20

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diaiukarr.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

(2) Pennohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan seeara lertulis
dalam bahEaa lndonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 {tiga)
bulan seJak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan
tersebut.

i3) Pengajuan permohonan banding menanggr.rhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengaiukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif
berupa denda sebesar 507o (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100o/o (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
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Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan $anksi administratif

Pasal 23

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat
membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung danlatau kekeliruan penerapan keientuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Daerah dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan $TPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau keletapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

]

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak,. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Kepala
Daerah tidak memberikan suatu kepr,rtusan, Permohonan Pengembalian
Pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waKu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(7) Tata mra pengenrbalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pa'da ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setetah melampaui
weKu 5 (liina) tahun teit\ftung sejak saat te'rutehghya pajak, keeuali apabila Wajib
Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau;

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung,

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada
qyat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang PajaK secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan Wajib pajak.

Pasal 26

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan
suden kcdatuwers a dapil dihapuilkan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

PEMBUKuAN Blfi f rur*,^sAAN

Pasal 27

(1) yv€tjib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikitRp 300.000.000,- (t'ga ratus juta rupiah) per tahun wajib nreiyetenggarakan
pernbukuan dan pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau
pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Kepala
Da,erah.

Pasal 28

(1) Kepala Daerah bcnrenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanikin Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a' Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Palal
yang terutang;
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b, Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap

perlu dan memberikan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. Mdmbefikan kdterengen yeng dipdrlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
INSENTIF PUNGUTAN

Pasal 29

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pernberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diaturdengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui etau dib€i'itahukan kepadenya 6leh Wajib Pejak dalam rangke iabaten
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertaku juga terhadap tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2)
adalah :

e. Pejebet dan tcnege enfi yeng bcnindek scbegai saksi 5t5u 3Ek3i eni delem
sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
pemerintah yang benruenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan
daerah.

(4) Untuk kepentingan daerah, Kepala Daerah berwenang nnemberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalarn perkara pidana atau perdata,
etas Beminteen hakirn sesuai dengan Hukum A'cete Pietana daii Hijl(uiri Affird
Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak
yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama
tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
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BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
we\^/enang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tiiidak pidana di
bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b, meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Perpajakan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari oi'ang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak
pidana dibidang Perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain, serta melakuksn penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda daniatau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. nrenghentikan Penyidikan; danlatau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara lndonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasat 32

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
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(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar dan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan Keuangan Daerah daoat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 33

Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka
wFktu 5 (lima) tbhun sejek seat terutangnya Pajek atau be'"ekhirnya Masa Pajelx etau
berakhimya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat 1 dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu)tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja
tidak memenuhi l<ewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat l dan
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (clua) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2!
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaanya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan seiiku
Wajib Pajak, karena dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pasal 30 ayat 1 dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatr.rr dalam
Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih seiama jangka waktu S
(lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Wakatobi Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pengambilan dan Pengolahan Bahan
Galian Golongan C dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

(1)

(2)

Hal-hal yang belum
pelaks;anaannya akan
Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

diatur dalam Peraturan Daerah
diatur dan ditetapkan lebih lanjut

ini sepanjang mengenai
dengan Peraturan Kepala
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 24 -U- 2010

BUPATT WAKATOB!,

Diundangkan di Wangi-
pada tanggal L{-\t-
SEKRETARIS DAE

LEilIBARAN DAERAH PATEN WAKATOBI TAHUN 2OtO NOIIOR 20

fri'^wAKAroBr'
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